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|. Dalam Negara yang belum mampu memberikan pelayanan dan
pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, (keberadaan) izin merupakan
suatu hal penting untuk memantau, mengawasi berbagai
tindakan/perbuatan masyarakat.
Bahkan izin, sebagai perkenan yang diberikan pemerintah, semakin
mempunyai fungsi yang luas, tidak hanya sebagai alat pengawasan
semata-mata, melainkan juga untuk ":
- mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- mencegah bahaya bagi lingkungan
- melindungi obyek tertentu
- menjaga keselamatan
- seleksi orang, dsb.

Bahkan sekarang ada kecenderungan, terutama pada tingkat pemerintah

daerah, izin dijadikan sumber penerimaan daerah (PAD). Hal ini dikuatkan

* Makalah disampaikan dalam Seminar “Pembangunan Kawasan Punciut Dalam
Perspektif Hukum dan Lingkungan”, diselenggarakan oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 28 Maret 2005
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